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ABSTRAK  
 
Raharto, Putut Dwi, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan 
Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan 
Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Berpoligami tidaklah gampang, melainkan mempunyai persyaratan yang cukup 
ketat. Ketatnya persyaratan ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran atau 
penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. Hakim dalam memutuskan perkara 
permohonan izin poligami harus terlebih dahulu mengetahui duduk perkaranya dan 
pertimbangan hukum mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar 
hukumnya. 
Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan prosedur permohonan izin 
poligami dalam perspektif hukum positif Indonesia, 2) Mengetahui pertimbangan hakim 
dalam memutuskan permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya pada Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. Sumber data penelitian 
ini adalah data sekunder yaitu dokumen pengadilan berupa Putusan. Metode 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data 
penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. 
Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Prosedur permohonan 
izin poligami dalam perspektif hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3-5 dan diperjelas Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 40-44 
dan KHI Bab IX mulai Pasal 55 sampai 59. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil, aturan 
poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 2) Pertimbangan hakim dalam 
memutuskan permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya pada Putusan Nomor 3462/Pdt.G/ 2018/PA Bbs sudah sesuai dengan 
fakta-fakta, bahwa permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan 
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 KHI dan 
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto dan Pasal 58 Ayat (1) 
KHI. Pemohon dan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada halangan untuk dapat 
menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
juncto Pasal 39-44 KHI sehingga permohonan izin poligami dikabulkan. Namun 
menurut penulis terkait pemeriksaan setempat terhadap objek harta Pemohon dan 
Termohon yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama, antara 
pertimbangan dengan putusan hakim terjadi kejanggalan, yakni bahwa di dalam 
bangunan toko sembako milik Pemohon dan Termohon tersebut terdapat stok barang-
barang yang dijual senilah Rp. 124.478.000,- tidak dimasukan dalam putusan.  
 
Kata Kunci:  Pertimbangan Hakim, Poligami, dan Kewajiban Isteri. 
 
vi 
ABSTRACT 
 
Raharto, Putut Dwi, Judge's Consideration in Deciding on a Polygamy Permit 
Application Because the Wife Cannot Carry Out Her Obligations (Study of Decision 
Number 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs). Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of 
Law, Pancasakti Tegal University. 2019. 
Polygamy is not easy, but has fairly strict requirements. The strictness of these 
requirements causes frequent violations or deviations from the laws and regulations. 
The judge in deciding the case for a polygamy permit application must first know the 
case seat and legal considerations regarding the case along with the reasons and legal 
basis. 
The purpose of this study is to: 1) Describe the procedure for applying polygamy 
permits in the perspective of Indonesian positive law, 2) Knowing the judge's judgment 
in deciding polygamy permit applications because the wife cannot carry out her 
obligations in Decision Number 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. The source of this research 
data is secondary data, namely court documents in the form of decisions. Methods of 
collecting data using literature studies and document studies. Analysis of research data 
using qualitative analysis using deductive methods. 
The results of the study obtained a conclusion that: 1) The procedure for 
applying for polygamy permits in the perspective of positive Indonesian law is regulated 
in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Article 3-5 and clarified Government 
Regulation No. 9 of 1975 concerning Implementation of Law No. 1 of 1974 Article 40-
44 and KHI Chapter IX starting from Articles 55 to 59. While for Civil Servants, the 
rules of polygamy are separated through Government Regulation No. 10 of 1983 
concerning Permit for Marriage and Divorce for Civil Servants; 2) The consideration of 
the judge in deciding the application for a polygamy permit because the wife cannot 
carry out her obligations in Decision Number 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs is in accordance 
with the facts, that the a quo petition fulfills the provisions of Article 4 Paragraph (1) 
and ( 2) Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 57 
KHI and Article 5 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 juncto and Article 58 
Paragraph (1) KHI. The Petitioner and the applicant's second future wife also have no 
obstacle to being able to get married as stipulated in Article 8-10 of Law Number 1 Year 
1974 in conjunction with Article 39-44 of the KHI so that the request for permission for 
polygamy is granted. But according to the author regarding the local examination of the 
object of the property of the Petitioners and Respondents who were requested to be 
declared joint property, the consideration with the judge's decision was that there was a 
stock of goods sold in the Rp. 124,478,000, - not included in the decision. 
Keywords: Judge Considerations, Polygamy, and Wife's Obligations. 
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MOTTO  
 
 Kebebasan yang sah adalah tindakan terbatas yang berdasarkan keinginan kita yang 
dibatasi oleh hak-hak yang sama dari orang lain. Aku tidak menambahkan “dalam 
batasan hukum” karena hukum seringkali menjadi keinginan tirani dan selalu begitu 
ketika hukum tersebut melanggar hak-hak individu. (Thomas Jefferson)  
 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl: 90) 
 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) 
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat 
berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An Nisaa:3) 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Poligami dikenal hampir semua masyarakat yang ada di dunia ini baik 
masyarakat primitif maupun modern seperti sekarang, berbagai macam      golongan 
baik dari golongan orang kaya maupun miskin, pejabat maupun bukan pejabat. 
Bahkan berbagai macam negara yang ada di dunia ini sangat mengenal adanya 
poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) 
mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan.1 
Di Indonesia, hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu 
menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, khususnya bagi akademisi hukum 
Islam. Pihak yang kontra, poligami dianggap memunculkan permasalahan seperti: 
pembiaran hawa nafsu (hypersex), pertengkaran rumah tangga, perselingkuhan, 
bahkan sampai perceraian antara suami dan istri. Sementara bagi yang pro, poligami 
dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak 
yang terlibat poligami. 
Poligami dapat dikatakan mempunyai istri lebih dari satu orang secara 
bersamaan. Poligami juga dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang 
suami  memiliki  istri  lebih dari satu orang.2 Meskipun dalam Islam diperbolehkan  
                                                  
1 Machali, Rochayat, Wacana Poligami Di Indonesia, Bandung: Mizan Pustaka, 2005,           hlm. 
46. 
2 Makmun, A. Rodli & Muafiah, Evi (eds), Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur, 
Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 15. 
  
2 
untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan 
berpoligami apabila bisa suami berlaku adil, dan jika suami tidak bisa untuk berlaku 
adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan  persyaratan keadian 
inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang. 
Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari’at Islam 
mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam 
perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan perkawinan 
diistilahkan oleh Al-Qur’an dengan “mitsaaqan ghalidza”, suatu ikatan janji yang 
kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka 
memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.3  
Betapa pentingnya suatu perkawinan dengan ikatannya yang sangat kuat 
dalam rangka membina rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah. 
Ketentuan perkawinan itu dalam syari’at Islam diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya. 
Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam 
hukum perkawinan nasional, dan praktik pelaksanaannya diatur dengan prosedur 
tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada 
seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan). Jadi dalam hal ini apabila istri tidak menyetujui suami 
berpoligami, karena secara fisik dan psikis masih mampu melayani dan menggauli 
                                                  
3 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015,        
hlm. 11. 
  
3 
suaminya dengan baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan 
suami.4 
Ketentuan yang mengatur masalah poligami terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 3-5 dengan petunjuk 
pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab VIII Pasal 
40-44. Hal ini menunjukkan bahwa berpoligami tidaklah gampang, melainkan 
mempunyai persyaratan yang cukup ketat. Ketatnya persyaratan ini menyebabkan 
sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. 
Pengadilan dapat membatalkan perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa 
adanya izin dari Pengadilan.5 
Ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 55-
59. Syarat yang harus dipenuhi suami dalam berpoligami adalah harus dapat berlaku 
adil kepada istri dan anak-anaknya, harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, 
adanya persetujuan istri, dan adanya kepastian mampu menjamin keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian, ada ketentuan lain, yang harus 
terpenuhi agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami 
yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu: a. Istri tidak dapat menjalakan 
kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Seperti halnya pada perkara 
Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. 
                                                  
4 Mursalin, Supardi, Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-undang Perkawinan Dan 
Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 9. 
5 Ibid.  
  
4 
Pada perkara tersebut, Pemohon mengajukan ijin poligami terhadap istrinya 
karena istrinya sudah tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang 
istri untuk mengurus rumah tangganya , apabila tidur tidak mengenal waktu dari 
petang hari sampai petang hari berikutnya, Termohon tanpa alasan yang jelas sering 
pergi meninggalkan Pemohon berhari-berhari. Menurut ketengan dari Rumah Sakit 
Bhakti Asih Termohon mentalnya belum setabil dan masih dalam perawatan dan 
pengobatan, istri Pemohon juga sudah mati hasrat untuk melakukan hubungan 
suami istri dan jika dipaksakan istri Pemohon mengalami sakit yang luar biasa 
akibatnya sampai sekarang istri Pemohon tidak bisa melayani hubungan layaknya 
suami istri dengan Pemohon selama kurang lebih 4 tahun. 
Hakim dalam memutuskan perkara harus terlebih dahulu mengetahui duduk 
perkaranya dan pertimbangan hukum mengenai perkara tersebut disertai alasan-
alasannya dan dasar hukumnya. Dalam proses pengambilan putusan, Majelis Hakim 
terlebih dahulu melakukan musyawarah Majelis Hakim yang merupakan 
perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara 
yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan 
Agama yang berwenang. 
Apabila kesemua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan 
sebagai dasar untuk poligami Pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam 
praktiknya, seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati 
oleh suami sepenuhnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak dapat 
memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin 
poligami tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya semua syarat-syarat yang telah 
ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut. 
  
5 
Apabila dalam sumber-sumber hukum Acara Peradilan Agama tidak diatur, 
maka langkah berikutnya yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah menemukan 
hukum. Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa 
oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Tetapi 
Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia 
tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, 
melainkan ia wajib mengadilinya.  
Peran Hakim dalam hal ini kemudian menjadi sangatlah penting, karena 
sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan diambil. Tentu hakim memiliki 
dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu 
keputusan dalam memutus perkara perizinan poligami. Dari penjelasan tersebut 
menunjukkan bahwa poligami bukannlah masalah kecil, tetapi juga merupakan 
masalah besar, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang telah banyak melakukan 
poligami. 
Beradasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk 
mengkajinya lebih jauh untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Brebes dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami dengan 
membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Pertimbangan Hakim Dalam 
Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan 
Kewajibannya (Studi Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana prosedur permohonan izin poligami dalam perspektif hukum positif 
Indonesia? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami 
karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada Putusan Nomor 
3462/Pdt.G/2018/PA Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan prosedur permohonan izin poligami dalam perspektif hukum 
positif Indonesia. 
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami 
karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada Putusan Nomor 
3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis, menjadi bahan kajian akademis dan memperluas wawasan 
serta memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
serta memperbanyak khazanah keilmuan. Penulis juga mengharapkan penelitian 
ini dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada,  
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, dapat 
memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh penegak 
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hukum dalam usaha penertiban hukum dalam mencegah terjadinya poligami 
yang merugikan salah satu pihak dan dapat mengurangi praktik perkawinan 
yang bertentangan dengan hukum. Bagi kaum suami yang telah memperoleh 
izin poligami dari Pengadilan Agama diharapkan bertanggung jawab terhadap 
isteri dan anak-anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban 
yang berlaku terutama hukum Islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar 
akan kepentingan hukum. 
E. Metode Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif tentang 
persoalan-persoalan yang menyangkut tentang poligami terutama tentang isteri 
tidak dapat menjalankan kewajibannya. Penulis menggunakan jenis penelitian 
hukum normatif karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun 
secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti.6  
Pada kasus perkara yang menyangkut poligami ini, yang menjadi acuan 
dalam analisis penulisan karya tulis ini adalah perkara yang disidangkan di 
Pengadilan Agama Brebes dengan Perkara Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. 
Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam karya tulis ini merupakan analisis kasus 
                                                  
6 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52. 
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dalam perkara mengenai poligami sebagaimana telah dijelaskan. Sehingga 
demikian, jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif. Metode 
pendekatan menggunakan statue approach, digunakan untuk mengkaji secara 
mendalam tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Brebes dalam 
memutuskan permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya pada Perkara Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. berdasarkan 
undang-undang yang berlaku. 
2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang 
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.7 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah 
dokumen-dokumen hukum.  
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui 
sumber lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, 
dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan penelitian.8 Penelitian ini menggunakan data sekunder karena 
sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Brebes 
Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. 
                                                  
7 Soekanto, Soerjono, Op Cit. hlm. 21. 
8 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. 
hlm. 99. 
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Jenis data sekunder, terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan non hukum. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini 
digunakan: 
a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat 
untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.9  
b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, 
berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.10 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: 
kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan 
ahli hukum, surat kabar, website.  
3. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur sistematik dan 
standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data 
dilakukan  dengan  menggunakan  dua metode, yaitu melalui studi kepustakaan  
 
                                                  
9 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 
142. 
10 Ibid, hlm. 36. 
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(library research) dan studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang 
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.11 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan cara menelusuri 
perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, dan 
searching internet guna menunjang penelitian. Sedangkan studi dokumen 
dengan mencari data-data terkait dengan penelitian yaitu berupa dokumentasi 
(salinan putusan) resmi yang diminta dari Pengadilan Agama Brebes. 
4. Metode Analisis Data  
Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan 
dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh 
informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung 
pembuatan keputusan.12 Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 
menggunakan metode deduktif. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh 
kesimpulan atau conclusion dari kerangka teori dan bahan hukum.13 
Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling 
berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan 
disederhanakan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi, 
diringkas menggunakan teknik penalaran secara deduktif. Penalaran deduktif 
merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang 
                                                  
11 Soekanto, Soerjono, Op Cit. hlm. 21. 
12 Widi, Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 253. 
13 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 47. 
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kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan 
atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari 
pebentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan 
operasionalisasi.14 
F. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan ini terdiri dari empat bab, dalam setiap bab 
terdapat sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan skripsi ini memuat urut-urutan 
penulisan penelitian dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi 
ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang 
poligami (meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-
syarat poligami, dan faktor pendorong poligami), tinjauan umum tentang 
hak dan kewajiban suami istri (meliputi pegertian pengertian hak dan 
kewajiban suami istri, dasar hukum hak dan kewajiban suami istri, dan hak 
dan kewajiban suami istri); dan tinjauan umum tentang pertimbangan 
hakim. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan, meliputi: prosedur permohonan izin poligami 
dalam perspektif hukum positif Indonesia dan pertimbangan hakim dalam 
                                                  
14 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/analisis-penalaran-deduktif/. (24 Mei 2019) 
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memutuskan permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat 
menjalankan kewajibannya pada Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA 
Bbs. 
Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran yang akan menguraikan jawaban 
dari rumusan masalah dan beberapa saran-saran dari penulis. 
13 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Poligami  
1. Pengertian Poligami  
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami 
merupakan derivasi dari kata apolus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti 
istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu 
orang secara bersamaan. Adapun yang secara terminologis, poligami dapat 
dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami yang berpoligami memiliki 
istri lebih dari seorang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua 
orang, tiga orang, empat orang.15 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian poligami sebagai 
sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan 
jenisnya dalam waktu yang bersamaan.16 Poligami merupakan praktik pernikahan 
kepada lebih dari satu wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman 
tentang seorang laik-laki yang membagi kasih sayangnya terhadap beberapa wanita 
dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu orang.17 
Poligami berarti ikatan lahir perkawinan yang salah satu pihak (suami) 
mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat 
                                                  
15 Makmun, A. Rodli, dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, Ponorogo: Stain Press, 
2009, hlm. 15. 
16 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 885. 
17 Yahya, Muhammad, Poligami Dalam Persfektif HadisNabi SAW , Makassar: Alauddin 
University Pers, 2013, hlm. 3. 
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ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarganya.18 Adapun dalam 
istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan ta’addud al-zaujat yang berarti 
banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini 
perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi 
poligami hanya empat wanita saja.19 
Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang 
dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. 
Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang 
nafkah, mu’amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak 
sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, 
sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan 
batasan maksimal hanya empat orang istri.20 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa poligami 
merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari 
seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih 
dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. 
Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan 
sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati 
saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu 
mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata 
                                                  
18 Hamid, Al-Qamar, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, Jakarta: 
Restu Illahi, 2005, hlm. 19. 
19 Mursalim, Supardi, Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan 
Hukum Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 16.. 
20 Aibak, Khutubuddin, Kajian Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 74. 
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untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). 
Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan 
menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan 
masyarakat. 
2. Dasar Hukum Poligami  
Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak 
mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian 
seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi 
apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan 
kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki 
hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang 
suami.21 
Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak 
sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat 
kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta 
yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti 
sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah 
dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi 
Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah 
pada surat An-Nisa’ ayat 3, yang artinya: 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita- 
                                                  
21 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: Raja 
Gravindo Persada, 2013, hlm. 357. 
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wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.” 
Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang 
kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena 
eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai 
empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula 
turunnya ayat ini. 
Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah 
bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau 
menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah 
anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta 
kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat 
pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai 
isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh 
anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil 
kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari 
biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk 
menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi. Begitu juga dengan Surat An-
Nisa’ Ayat 129, yang artinya:  
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 
kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” 
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Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni 
isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam 
memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat di 
atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini 
hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan 
berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendak nya ia mengawini 
hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara 
materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal 
mungkin.22 
Selain ayat tersebut di atas, sejumlah riwayat pun menamparkan pembatasan 
poligami tersebut, diantaranya riwayat dari Naufal bin Muawiyah, ia berkata: Ketika 
masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata, ”ceraikanlah yang 
satu dan pertahankanlah yang empat”. Pada riwayat yang lain. Qais bin Tsabit 
berkata, “Ketika masuk Islam, aku mempunyai delapan istri. Aku menyampaikan 
hal itu kepada Rasul dan beliau berkata.‟pilih dari mereka empat orang”.23 
Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam 
hukum perkawinan nasional, dan praktik pelaksanaannya diatur dengan prosedur 
tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada 
seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak  yang  bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
                                                  
22 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, 
hlm. 87. 
23 Machali, Rochayat, Op Cit, hlm. 47. 
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tentang Perkawinan). Pernyataan ini berarti bahwa apabila yang bersangkutan (istri) 
tidak menyetujui poligami, karena secara fisik dan psikis ia masih mampu melayani 
dan menggauli suaminya dengan baik, maka pengadilan dapat menolak izin 
poligami yang diajukan suami.24  
Ketentuan yang mengatur masalah poligami terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 3, 4 dan 5 dengan petunjuk 
pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab VIII Pasal 
40, 41, 42, 43, 44. Petunjuk Yuridis tersebut menunjukkan bahwa berpoligami 
tidaklah gampang, melainkan mempunyai persyaratan yang cukup ketat. Ketatnya 
persyaratan ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari 
petunjuk yuridis tersebut. Pengadilan dapat membatalkan perkawinan poligami 
yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari Pengadilan.25  
Ketentuan poligami dalam KHI diatur dalam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. 
Persyaratan yang harus dipenuhi suami diantaranya adalah suami harus dapat 
berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya, suami harus mendapatkan izin dari 
Pengadilan Agama, adanya persetujuan istri, dan adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian, ada 
ketentuan lain, yang harus terpenuhi agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu: a. Istri tidak dapat 
menjalakan kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit 
yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
                                                  
24 Mursalin, Supardi, Op Cit, hlm. 9. 
25 Ibid, hlm. 9. 
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3. Syarat-Syarat Poligami  
Ditinjau dari dasar syarat yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan poligami 
terdapat dua landasan hukum yang harus dipergunakan yaitu: 
a. Syarat Poligami dalam Islam 
Dalam sejarah jahiliyah disebutkan bahwa sulit sekali kita menemukan 
perkawinan monogami, kekuasaan laki-laki sangatlah dominant sehingga ia bisa 
menikah dengan siapa saja dan tidak ada batasan berapa banyak perempuan 
yang boleh dinikahi. Dalam konteks turunnya ayat tentang poligami (An-Nisa 
ayat 3) konsep poligami adalah upaya radikal pada masanya untuk membatasi 
jumlah pernikahan yang dibolehkan dari tidak terbatas serta syarat melakukan 
poligami adalah suami yang mampu berbuat adil. Upaya ini merupakan usaha 
untuk mengeliminasi perkawinan yang tidak bermartabat secara perlahan 
sehingga perkawinan dikembalikan pada prinsip perjanjian agung (mitzaqon 
ghalidan), serta tujuan pernikahan untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, 
warahmah.26  
Titik tekan surat An-Nisa ayat 3 bukanlah soal poligami, tetapi berbuat 
adil terhadap hak anak yatim, termasuk adil dalam hak istri.27 Bagi wali yang 
khawatir tidak berbuat adil dalam mengelola harta anak yatim, maka salah satu 
solusi pada masa tersebut adalah mengawininya. Dalam konteks perang uhud 
misalnya, banyaknya janda dan anak yatim yang dalam konteks sosial harus 
                                                  
26 Gaus, Ahmad, dkk.,Tanya-Jawab Relasi Islam & Hak Asasi Manusia, Jakarta: CSRC, 2014, 
hlm. 48.. 
27Wadud, Amina, Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir 
(Terjemahan), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm.142-143.. 
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dipelihara menjadikan poligami pada masa tersebut menjadi boleh dengan 
mensyaratkan keadilan.28 
Lebih lanjut lagi dalam berpoligami, Sayuti Thalib menjelaskan 
mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang hendak 
berpoligami diantaranya: 
1) Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil; 
2) Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya; 
3) Boleh berpoligami hanya kepada empat istri; 
4) Ada kemampuan secara materi; 
5) Bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri.29 
Al-Qur’an hanya memberikan sarana solusi dan diserahkan kepada 
masing-masing menurut pertimbangannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain 
yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu 
poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan yaitu adil. Hal ini dijelaskan 
dalam surat An-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan berbuat adil walau 
ingin berbuat adil. Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan di 
bidang imaterial (cinta). Cinta merupakan sesuatu yang diluar kekuatan 
manusia, untuk itu perwujudan akan adil dalam hal cinta tidak diwajibkan 
sebagaimana jumhur memandangnya.30 
Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya 
dengan cara berkelebihan kepada yang dicintai.31 Kewajiban seorang suami 
                                                  
28Ibid., hlm. 144. 
29Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 28. 
30Al-Jaziri, Abdur Rahman, Kitab Fiqh Ala Madzahib Arbaah, Juz IV, Bairut: Dar Kitab 
Alamiyah, 2003, hlm, 213. 
31Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 101. 
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yang mempunyai lebih dari satu istri. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama 
perihal kewajiban adil terhadap hak-hak istri seperti (giliran) bermalam, nafkah 
(yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Hal yang 
bersifat wajib adalah pemeberian nafkah sebagaimana isi yang dikandung surat 
An-Nisa ayat 3. Apabila pemenuhan nafkah tidak bisa dilakukan oleh suami 
maka haram hukumnya berpoligami karena merupakan bentuk aniaya.32 Di 
dalam hal pemberian nafkah seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat 
tinggal, keadilan yang ditekankan tidak mesti sama porsinya, hal ini menurut 
pendapat jumhur ulama disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan istri-
istrinya.33 
Allah menghalalkan bagi laki-laki untuk berpoligami, tetapi dengan 
batas empat orang istri. Allah Swt mewajibkan kepada mereka untuk berlaku 
adil dari sisi pemeberian sandang, makanan, dan tempat tinggal, dan segala hal 
yang bersifat materi tanpa adanya perbedaaan antara istri yang kaya dan yang 
miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat dan yang berkasta rendah. Jika 
seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi 
hak-hak istrinya, maka haram baginya berpoligami. Keadilan yang disebutkan 
di dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah keadilan dari sisi zahir, keadilan dari segi 
materi yang dapat diukur, bukan keadilan pada hal cinta dan kasih sayang, 
karena hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang sebagaimana 
disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 129.34 
                                                  
32Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: 
Gema Insani, 2011, hlm. 98. 
33Al-Jaziri, Abdur Rahman, Op Cit., hlm. 211. 
34Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Terj. Abdurrahim, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008,           
hlm. 349. 
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Keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta. Bahkan 
cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dasar dorongan perasaan 
dan suka yang atas dorongan akal, yang tidak dapat diwujudkan di sini adalah 
keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka 
berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan 
baik, membiasakan diri dengan kekurang-kurangannya, memandang semua 
aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya.35 Jadi segala hal yang 
menyangkut segi lahiriahnya memang harus diupayakan seorang suami berbuat 
adil. Namun bila itu menyangkut masalah batin dikembalikan pembagiannya 
menurut suami dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan yaitu istri-
istri mereka. 
b. Syarat Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam  
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun 
masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan persetujuan 
pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa 
“pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Kemudian 
dalam Pasal 4: 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan 
permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
                                                  
35Shihab, Quraish, Tafsir al-Mishbah, Tangerang: Lentera Hati, 2005, hlm. 607. 
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(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;  
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 5: 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a.  adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
b.  adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
c.  adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-
anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila 
tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim 
pengadilan. 
Ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan disebut juga 
dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan 
alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya 
dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu.36 
Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif 
sudah terpenuhi.37 
Meskipun syarat-syarat Kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi 
kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan 
poligami tanpa dipenuhinya salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka 
perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.38 Adapun dalam 
                                                  
36 Mardani, Op Cit, hlm. 97. 
37 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 
2006,hlm. 10. 
38 Ibid.  
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Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai syarat poligami diatur dalam 
Pasal 55, 56, 57 dan 58 disertahi dengan teknis permohonan izin poligami. 
Pasal 55 KHI: 
1.  Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 
empat orang istri. 
2.  Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil 
terhadap istri dan anak-anaknya. 
3.  Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, 
suami dilarang beristri lebih dari satu. 
Dari Pasal 55 KHI dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami memang 
dihukumi mubah, akan tetapi orang yang melakukan poligami harus dapat 
berlaku adil sebagai syarat utama poligami.39 
Pasal 56 KHI: 
a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama. 
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata 
cara sebagaimana diatur salam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975. 
c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa 
izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 
Pasal 57 KHI: 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri 
lebih dari seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 
Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami 
kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:  
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi; 
                                                  
39 Imron, Ali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 
70. 
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b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, persetujuan 
itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan; 
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 
1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh 
bendahara tempat bekerja, atau 
2. Surat keterangan pajak penghasilan, atau 
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 
Pasal 58 ayat (2) KHI: 
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara 
tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan 
Agama. 
Bagi PNS ada aturan tersendiri untuk beristri lebih dari seorang, yaitu 
dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.40 Dalam Pasal 4 disebutkan: 
 (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 
(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat 
dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari 
pejabat. 
(4) Permintan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) diajukan 
secara tertulis. 
(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) harus 
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk 
beristri lebih dari seorang. 
                                                  
40 Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja 
GrafindoPersada, 2006, hlm. 492. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pasal 10 yang tidak diubah 
sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga harus dipenuhi. 
Adapun bunyi pasal tersebut: 
(1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat 
apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan 
ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) 
pasal ini. 
(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 
atau  
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:  
a. Ada persetujuan tertulis dari istri; 
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan 
yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya 
yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan  
c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 
(4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila: 
a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan. 
b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3). 
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau 
e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. 
Berdasarkan beberapa regulasi mengenai poligami, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat satu kesamaan mengenai syarat yang harus dipenuhi 
baik syarat alternatif dan kumulatif. Syarat kumulatif memang sudah semestinya 
menjadi pertimbangan kedua apabila syarat alternatif terpenuhi. Meskipun 
demikian pada kenyataannya tidak semua perkara poligami berdasar alasan dan 
syarat yang telah Islam dan perundang-undangan di Indonesia tentukan yang 
apabila tidak mendapat pertimbangan yang bijak dari hakim akan mendatangkan 
madharat dan kesulitan. 
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4. Faktor Pendorong Poligami  
Faktor penyebab poligami secara umum adalah isteri tidak dapat 
menjalankan kewajibanya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit 
yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada 
prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, 
atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama yang telah 
memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan).41 
Seorang suami yang berniat untuk meminta izin untuk berpoligami kepada 
istrinya, jika istri telah mengizinkan suami untuk berpoligami, maka berikut ini 
penyebab suami yang menginginkan untuk berpoligami: 
a. Faktor-faktor biologis 
1) Hasrat seksual yang tinggi, sebagaimana kaum pria memiliki gairah dan 
hasrat yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu isteri dirasa tidak 
cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut. 
2) Rutinitas alami setiap wanita. Kaum perempuan itu mempunyai tiga 
halangan yaitu haid, nifas, dan keadaan yang betul-betul sehat selepas 
melahirkan anak. Islam memperoleh berpoligami untuk menyelamatkan 
suami daripada terjerumus ke jurang perzinaan. 
3) Istri yang sakit. Adanya seorang isteri yang menderita suatu penyakit, yang 
tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Bagi 
                                                  
41 Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 171. 
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suami yang shaleh akan memilih poligami daripada pergi ke tempat-tempat 
mesum dengan jumlah wanita pelacur.42 
4) Masa subur pria lebih lama. Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama 
dibanding wanita. Menurut penyelidikan ahli kedokteran, hasrat untuk 
melakukan hubungan seks laki-laki lebih kuat dan lebih lama daripada 
wanita, ini dapat dibuktikan bahwa laki-laki yang telah lanjut usia masih 
besar hasrat seksualitasnya daripada wanita pada usia yang sama. Bahwa 
nafsu seksual pada wanita akan hilang atau berkurang seiring dengan 
berhentinya haid, keadaan seperti ini berdasarkan fitrah manusia. Namun 
ada laki-laki menuntut pelayanan seimbang yang tidak mungkin dilayani 
oleh mereka yang sudah tidak mempunyai gairah seksual.43 
b. Faktor internal rumah tangga 
1) Kemandulan, sudah banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh 
masalah kemandulan, baik itu kemandulan yang terjadi pada suami maupun 
kemandulan yang dialami isteri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang 
untuk mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan utama 
pernikahan dilakukanya. 
2) Istri yang lemah, ketika suami mendapati isterinya dalam keadaan serba 
terbatas, atau tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya 
dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah 
wawasan ilmu dan agamanya, serta lemah dalam bentuk-bentuk kekurangan 
                                                  
42 Abdillah, Abu Azam, Agar Suami Tak Berpoligami, Bandung: Ikomatuddin Pres, 2007,  hlm. 
23. 
43 Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 118. 
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lainnya. Maka pada saat itu kemungkinan suami melirik wanita lain yang 
dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi dan sang isteri hendaknya berlapang 
dada bahkan bahagianya, karena aka nada wanita lain yang akan 
membantunya memecahkan persoalan rumah tangganya, tanpa akan 
kehilangan cinta dan kasih sayangnya. 
c. Faktor Sosial  
1) Presentase wanita yang melebihi jumlah laki-laki, ada saatnya dalam satu 
tempat jumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadinya perang dan 
banyak laki-laki yang menjadi korban. Akibatnya jumlah wanita lebih 
banyak sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah 
yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah 
masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus pemecahanya. 
Kelebihan ini akan dapat menimbulkan penyakit sosial sosicpathik, dalam 
bentuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan poligami. 
2) Kemampuan ekonomi, inilah salah satu motivator poligami yang paling 
sering didapati pada kehidupan modern sekarang, kesuksesan dalam bisnis 
dan mapan perekonomian seseorang laki-laki menumbuhkan sikap percaya 
diri dan keyakinan kemampuan menghidupi isteri lebih dari seorang.44 
 
B. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri 
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Akad nikah yang dilangsungkan dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, 
akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak 
                                                  
44 Ibid, hlm. 119. 
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dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.45 Secara istilah pengertian hak 
adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau 
berbuat sesuatu.46 
Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban 
adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda baik berupa benda maupun 
berupa perbuatan.47 Hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari 
orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang 
diterima oleh seorang dari orang lain. Kewajiban merupakan apa yang mesti 
dilakukan seorang terhadap orang lain, dedangkan kewajiban berasal dari kata wajib 
yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang 
melekat pada subyek hukum. 
Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai 
hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa 
kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban. Hak serta 
kewajibannya suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara 
bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami. 
 
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Menurut hukum islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus 
berlaku dengan cara yang baik (ma’ru>f) sebagaimana firman Allah dalam Surat 
An-Nisa ayat 19 yang artinya: ”dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan 
                                                  
45 Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 155. 
46 J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 
2005, hlm. 60. 
47 Mas’ud, Ibnu, Fiqh Madzhab Syafi’i, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 312. 
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cara yang baik).” Pria adalah pemimpin bagi wanita dan wanita (isteri) itu 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, 
tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Selain itu juga Allah 
Berfirman Allah dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya: 
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. 
tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak 
merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 
ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki 
deperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. 
Kemudian hal itu yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang 
seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf.48 
Perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki 
mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam 
amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih 
dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai 
hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan 
fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai 
kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga 
dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk 
mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam 
keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong 
                                                  
48 Nasution, Khoiruddin, Islam:Tentang Relasi Suami dan Isteri, Yogyakarta: Academia dan 
Tazzafa, 2004, hlm. 241. 
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dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah 
swt. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan 
sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia. 
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan 
kebedaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan 
yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih 
diutamakn istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu 
memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. 
Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk 
melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan 
generasi yang shaleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-
benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa 
Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar agar 
istri selalu berada dirumah saja.49 Diantara hak dan kewajiban suami terhadap istri 
yaitu: 
a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri. 
b. Suami hendaknya mengajarkan istri apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari 
hukum-hukum bersuci seperti mandi, haid, janabat, wudlu dan tayamum. 
c. Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakiti 
hatinya. 
                                                  
49 Musbikin, Imam, Qawa’id Al-Fiqiyah, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011, hlm 80. 
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d. Suami hendaknya menyuruh istri nya melkaukan perbuatan yang baik dan tidak 
bermuka masan dihadapan suami. 
e. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardlu 
maupun sunnah serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. 
f. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi 
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh 
suami istri bersama. 
g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
h. Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal. 
i. Tidak menyetubuhi istri didepan lelaki atau wanita lain. 
j. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baikkepada keluarganya, serta 
menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami menundukkan dan 
menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan. 
k. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan 
bangsa. 
l. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan 
kemampuannya, suami menanggung: 
1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 
2) Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. 
3) Biaya pendidikan bagi anak.50 
                                                  
50 Supriata, dkk, Fiqh Munakahat 1, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008, hlm. 155. 
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Kewajiban suami terhadap istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 
tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan dalam KHI (Kompilasi 
Hukum Islam) diatur dalam Pasal 80 dan 82.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan  
Pasal 34 ayat (1):  
Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 80: 
(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi 
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri 
bersama. 
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa 
dan bangsa. 
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengibatan bagi istri dan 
anak; 
c. Biaya pendidikan bagi anak; 
(5) Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas 
berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
(7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 
nusyuz. 
Pasal 82: 
(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat 
tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut 
besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali 
jika ada perjanjian perkawinan. 
(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam 
satu tempat kediaman. 
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Kewajiban istri terhadap suami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 
tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) dan dalam KHI (Kompilasi 
Hukum Islam) diatur dalam Pasal 83 dan 84.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan  
Pasal 34 ayat (2):  
Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 83: 
(1) Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami 
didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 
(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 
dengan sebaik-baiknya. 
Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 84: 
(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada 
Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan 
anaknya. 
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istrinya 
tidak nusyuz. 
(4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti 
yang sah. 
Kewajiban dan hak suami istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 
tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 30-33 dan dalam KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) diatur dalam Pasal 77-79. 
 
 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan  
Pasal 30:  
Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
Pasal 31: 
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(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 
Pasal 32 
(1) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh 
suami istri bersama. 
Pasal 33 
Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. 
Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 77:  
(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan 
masyarakat. 
(2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 
mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 
dan pendidikan agamanya. 
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.  
(5) Jika suami istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan Agama. 
Pasal 78: 
(1) Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap. 
(2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama. 
Pasal 79: 
(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 
(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
C. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 
dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 
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para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi 
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.51 
Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan 
ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara 
mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan 
tujuan dari hukum.52 Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan 
adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar 
terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut 
benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya 
hubungan hukum antara para pihak.53 
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 
tentang hal-hal sebagai berikut : 
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
                                                  
51 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004, hlm. 140. 
52 Wisnubroto, A. L., Praktik Persidangan Pidana, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 
2014, hlm. 148. 
53 Arto, Mukti, Op Cit, hlm. 141. 
  
38 
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili 
secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang 
terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar 
putusan.54 
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 
(impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena 
dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini 
tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih 
tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membeda-bedakan orang”. 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 
penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 
berlaku.  Setelah  itu  hakim  baru  dapat  menjatuhkan  putusan terhadap peristiwa  
tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak 
boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan 
                                                  
54 Ibid, hlm. 142. 
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dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.  
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 
Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat”. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Prosedur Permohonan Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Positif 
Indonesia 
Masalah Poligami di Indonesia diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami 
dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras 
dengan ketentuan yang termuat Hukum Islam. Dalam hukum Islam, status hukum 
berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya 
sebatas 4 (empat) orang istri. Ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam 
Kompilasi Hukum Islam Bab IX mulai Pasal 55 sampai 59. 
Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh 
hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. 
Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih 
dari seorang. Aturan KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk 
berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga 
dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut prosedur permohonan izin 
poligami dalam perspektif hukum positif di Indonesia. 
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1. Prosedur Permohonan Izin Poligami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 
1974 tentang Pernikahan 
Secara lengkap prosedur mengenai poligami, meliputi izin, syarat dan 
ketentuannya termuat dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan, yaitu: 
a. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 
b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam Pasal 4 dan 
Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Seorang 
suami yang diberi izin utuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam 
serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu 
hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang 
alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah 
tangga. Hal ini termuat dalam Pasal 4, yaitu:  
1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. 
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang 
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:  
a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat 
tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan 
Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. 
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Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alsan yang jelas untuk 
melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 5, yaitu: 
1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana 
dimaksudkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri-istri. 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dari anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila 
tidak ada kabar dari istrinya selam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan. 
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan 
secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan 
Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, 
Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. 
(2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta 
lampiran-lampirannya. 
Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin 
diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (2) 
menegaskan: 
“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, 
dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar 
dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-
sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.” 
Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 
untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya 
yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (penjelasan termuat dalam 
Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).  
Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin 
pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan 
pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti 
telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan 
poligami dan pegawai percatat perkawinan. Apabila mereka melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. 
Persoalan ini dijelaskan aturannya dalam Bab IX Pasal 45 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut: 
(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka: (a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum 
dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima 
ratus rupiah); (b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur 
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dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini 
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda setinggitingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan 
pelanggaran. Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas 
kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah 
dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya 
cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal 
dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. 
Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi 
penghalang bagi terwujudnya tuj uan perkawinan tersebut, sehingga mesti 
dihilangkan atau setidaknya dikurangi. 
 
2. Prosedur Permohonan Izin Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam  
Prosedur beristri lebih dari satu orang tertera dalam Kompolasi Hukum 
Islam diatur dalam Bab IX mulai Pasal 55 sampai 59. Aturan KHI menybutkan 
bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai 
empat orang istri saja, itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal 
itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut: 
1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat orang isteri. 
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, 
suami dilarang beristeri lebih dari satu. 
Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengugkapkan 
bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 
(sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi 
Muhammad SAW. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja 
di antaranya dan menceraikan yang lainnya. 
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Selanjutnya dalam Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan 
bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam 
Pasal 56 KHI: 
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
Pengadilan Agama. 
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata 
cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975. 
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa 
izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Selanjutnya dalam Pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan 
berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi:  
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri 
lebih dari seorang apabila: 
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, 
kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI : 
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi; 
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 
tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu 
harus diucapkan di depan sidang pengadilan; 
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (1) Surat keterangan mengenai 
penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau 
(2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau (3) Surat keterangan lain yang 
dapat diterima oleh pengadilan. 
Aturan teknis proses poligami selanjutnya termuat dalam Pasal 58 ayat 
(2) KHI yang berbunyi: 
1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk 
memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : 
a. adanya pesetujuan isteri; 
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b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-
isteri dan anak-anak mereka. 
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara 
tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang 
Pengadilan Agama. 
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang 
suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila 
tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun 
atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. 
Selanjutnya Pasal 59 KHI menyebutkan:  
“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk 
beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam 
Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian 
izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 
Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat 
mengajukan banding atau kasasi”.  
Pada dasarnya kedua ketentuan lebih mengarah pada asas monogamy dalam 
hal aturan perkawinan, namun peraturan tersebut juga membolehkan poligami 
alasan-alasan dan dengan persyaratan-persyartan yang harus dipenuhi. Penjelasan 
kedua peraturan tersebut mengenai prosedur permohonan izin poligami dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan 
batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan KHI yang 
cuma membatasi 4 orang istri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi. 
b. Dari alasan seorang suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan 
ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi 
si istri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa diizinkan oleh Pengadilan 
yaitu harus adanya syarat utama yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 
Namun dalam KHI persetujuan dari istri juga harus dibuktikan secara secara 
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lisan dalam sidang di Pengadilan Agama, sementara Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensyaratkan hal tersebut. 
c. Undang-Undang No. 1 1974 tentang Perkawinan dan KHI juga sama mengatur 
kasus dimana istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang 
menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. 
Namun dalam hal dimana istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang 
ingin menikah lagi, maka pihak suami atau istri bisa mengajukan banding atau 
kasasi. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 1974 tentang Perkawinan yang 
tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika istri tidak 
mengizinkan maka suami tidak bisa untuk menikah lagi. 
Prosedur Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Brebes 
berpedoman pada Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 55-
59 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan 
izin poligami di Pengadilan Agama. Prosedur permohonan izin poligami diatur 
sebagai berikut: 
1. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama. Seorang suami yang hendak 
beristri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari 
Pengadilan Agama (Pasal 56 ayat (1) KHI). 
2. Kewenangan relatif Pengadilan Agama. Permohonan izin untuk beristri lebih 
dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
3. Surat permohonan  
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a. Surat permohonan izin beristri lebih dari seorang harus memuat: 
1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, 
atau istri/istri-istri; 
2) Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang; 
3) petitum 
b. Permohonan izin poligami merupakan perkara kontentius, karena harus ada 
(diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di 
Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan. 
4. Pemanggilan pihak-pihak 
a. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri 
ke persidangan.  
b. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam 
hukum acara perdata biasa yang diatur dalam Pasal 390 HIR dan pasal-pasal 
yang berkaitan.  
5. Pemeriksaan  
a. Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat 
permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
b. Beristri lebih dari seorang pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam 
sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu 
menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, 
pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 17 ayat (1) 
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Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman). 
6.  Upaya damai  
a. Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, hakim berusaha 
mendamaikan (Pasal 130 ayat (1) HIR). 
b. Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut lagi oleh pemohon. 
7.  Pembuktian. Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai: 
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, 
sebagai syarat alternatif (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Pasal 57 KHI) yaitu:  
1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; atau 
3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 
tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang (Pasal 41 huruf (b) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak (Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan) dengan memperhatikan:  
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1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh 
bendahara tempat bekerja, atau 
2)  Surat keterangan pajak penghasilan; atau  
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.  
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang 
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Pasal 41 (d) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan).  
e. Sekalipun ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas 
dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah 
dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak 
pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.  
f. Persetujuan istri tidak diperlukan lagi (Pasal 58 ayat (3) KHI) dalam hal: 
1) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak 
mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau  
2) Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangya 2 (dua) tahun;  
3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan Agama.  
 
8. Putusan  
a. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 
untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan 
putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 
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Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).  
b. Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding 
atau kasasi (Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama). 
9.  Biaya perkara 
Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (Pasal 89 ayat (1) 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). 
10. Pelaksanaan poligami 
Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan 
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari 
Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 44 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena 
Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya pada Putusan Nomor 
3462/Pdt.G/2018/PA Bbs  
Perkara permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 3462/Pdt.G/ 
2018/PA Bbs diajukan oleh:  
PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, 
bertempat tinggal di XXXXXXX , Kecamatan Bulakamba, Kabupaten 
Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herfaruk, S.H., 
advokat, berkantor di Randusanga Kulon RT 004 RW 001, Kecamatan 
Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 
16 Agustus 2018, sebagai Pemohon;  
Melawan 
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TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, 
bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten 
Brebes, sebagai Termohon.55 
Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami bertanggal 23 
Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan 
nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. tanggal 23 Agustus 2018 dengan perubahan dan 
tambahan olehnya sendiri telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) dengan 
Termohon di Kabupaten Brebes, Kecamatan Bulakamba, pada hari Kamis 
tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh (28-06-2007) 
sebagaimana kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
Nomor: 777/147/VI/2007 pada tanggal 28-06-2007; 
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama layaknya 
suami istri dengan harmonis dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 
satu orang anak bernama XXXXXXX , umur 10 tahun; 
3. Bahwa disamping mempunyai keturunan, dalam rumah tangganya Pemohon 
dengan Termohon juga mempunyai harta gono-gini (harta bersama) berupa: 
a. Bangunan toko sembako dengan dinding tembok, atap genteng, lantai ubin 
kerangka kayu sengon seluas kurang lebih 4x10 M², yang digunakan untuk 
usaha toko sembako yang terletak di XXXXXXX Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes, dengan batas-batas: 
Sebelah Utara  : Gang Mushola Baitul Mutaqin; 
Sebelah Timur  : Jalan Raya; 
Sebelah Selatan  : Tanah milik Subchan; 
Sebelah Barat  : Tanah milik Musodikoh; 
b. Sepeda motor merek Honda Supra No Pol G 3084 AJ an Pemohon, warna 
hitam, tahun 2010, silinder 125 CC, Type NF 125 TR, No rangka: 
MHIJB9122AK373110, No mesin: JB91E2366694;  
c. Sepeda motor roda tiga merek Kaisar No Pol G 6450 DU an Pemohon, warna 
hitam, tahun 2015, silinder 149 CC, Type Triseda (Roda 3), No rangka: 
MGDT15MKTFJ000599, No mesin: 162MJE2288951; 
4.  Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami terhadap Termohon karena 
Termohon sudah tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri 
untuk mengurus rumah tangganya apabila tidur Termohon tidak mengenal 
waktu dari petang hari sampai petang hari berikutnya, Termohon tanpa alasan 
yang jelas sering pergi meninggalkan Pemohon berhari-berhari, menurut 
ketengan dari Rumah Sakit Bhakti Asih Termohon mentalnya belum setabil dan 
masih dalam perawatan dan pengobatan, istri Pemohon juga sudah mati hasrat 
untuk melakukan hubungan suami istri dan jika dipaksakan istri Pemohon 
                                                  
55 Pengadilan Agama Brebes, Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs, hlm. 1. 
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mengalami sakit yang luar biasa akibatnya sampai sekarang istri Pemohon tidak 
bisa melayani hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon selama kurang 
lebih 4 tahun; 
5. Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXXX, berstatus janda, umur 
36 tahun dan antara Pemohon dengan XXXXXXX sudah saling mengenal selma 
kurang lebih 6 (enam) tahun; 
6. Bahwa antara calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXXX dengan 
Pemohon maupun Termohon tersebut tidak ada hubungan keluarga, hubungan 
sedarah, semeda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan; 
7. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi 
(poligami) dengan XXXXXXX tersebut;  
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari kepada kedua istri Pemohon; 
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari Pemohon mempunyai penghasilan 
tetap sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)setiap bulan: 
10. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan 
permohonan ijin poligami terhadap Termohon.56 
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan 
hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Brebes melalui Majelis Hakim 
Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan hukumnya bahwa barang-barang berupa: 
a. Bangunan toko sembako dengan dinding tembok, atap genteng, lantai ubin 
kerangka kayu sengon seluas kurang lebih 4 x 10 M², yang digunakan untuk 
usaha toko sembako yang terletak di XXXXXXX Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes, dengan batas-batas: 
- Sebelah Utara  : Gang Mushola Baitul Mutaqin; 
- Sebelah Timur  : Jalan Raya; 
- Sebelah Selatan : Tanah milik Subchan; 
- Sebelah Barat  : Tanah milik Musodikoh; 
b. Sepeda motor Honda Supra No Pol G 3084 AJ an Pemohon, warna hitam, 
tahun 2010, silinder 125 CC, Type NF 125 TR, No rangka; 
MHIJB9122AK373110, No mesin : JB91E2366694; 
c. Sepeda motor roda tiga merek Kaisar No Pol G 6450 DU an Pemohon, warna 
hitam, tahun 2015, silinder 149 CC, Type Triseda (Roda 3), No rangka; 
MGDT15MKTFJ000599, No mesin: 162MJE2288951; adalah merupakan 
harta gono-gini (harta bersama) antara Pemohon dengan Termohon; 
3. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah 
lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXX; 
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4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum. 
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang layak dan adil.57 
Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban 
secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokonya mengakui dan 
membenarkan seluruhnya dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan 
bersedia dan rela untuk dimadu Pemohon. Di persidangan juga telah didengar 
keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXX, umur 35 tahun, 
agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Slatri Timur RT 06 RW 02, 
Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, yang telah memberikan 
keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dengan 2 orang anak dan tidak 
terikat pertunangan dengan laki-laki lain; 
2. bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon 
sekitar 4 tahun yang lalu; 
3. bahwa calon istri kedua Pemohon tidak hubungan mahram (saudara/keluarga) 
maupun hubungan sesusuan atau semenda baik dengan Pemohon maupun 
Termohon; 
4. bahwa calon istri kedua Pemohon telah siap lahir bathin menjalin hidup bersama 
dan dijadikan istri kedua Pemohon.58 
Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 
bukti-bukti tertulis berupa; 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor 
3321404800013 tanggal 9 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Brebes(bukti P-1); 
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan nomor 
3329144503760005 tanggal 9 November 2012 yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Brebes, telah bermaterai dan telah dinazzegel serta 
dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);  
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon bertanggal 3 
September 2018 (bukti P.3);  
                                                  
57 Ibid, hlm. 4. 
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4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan nomor 777/147/VI/2007 
tanggal 28 Juni 2007 (bukti P.4); 
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama 
Termohon bertanggal 21 Agustus 2018 (bukti P.5); 
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil atas nama Pemohon 
bertanggal 23 Oktober 2018 (bukti P-6); 
7. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Pemohon dengan nomor 
145/392/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 
Tegalglagah (bukti P-7); 
8. Fotokopi akta cerai atas nama calon istri kedua Pemohon dengan nomor 
2854/AC/2016/PA Bbs. bertanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat oleh Wakil 
Panitera Pengadilan Agama Brebes (bukti P-8); 
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor atas nama Pemohon dengan 
nomor 11924441 bertanggal 15 November 2015 (bukti P-9); 
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor atas nama Pemohon dengan 
nomor 09252443 bertanggal 2 Desember 2016 (bukti P-10); 
11. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh 
Dokter Poliklinik pada Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes (bukti P-11); 
12. Fotokopi Surat Elegibilitas Peserta RS Bhakti Asih Brebes bertanggal 14 
Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter dr. Budi Susilo Utomo, RSp.Kj. 
(bukti P-12); 
13. Fotokopi Perincian Barang yang Dijual Toko Sembako Izam Tegalglagah RT 
004 RW 006 Bulakamba Brebes (bukti P-13).59  
Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan telah dinazzegel 
serta dicocokkan dengan aslinya. Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 
dibawah sumpah yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan Pemohon, 
Termohon, calon istri kedua Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh 
Pemohon berupa bukti-bukti surat.  
Majelis Hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, 
terlebih dahulu hakim memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon 
baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemenuhan kedua syarat 
ini di dalam beberapa putusan tidak bersifat pasti ada yang menggunakan salah satu 
syarat, dan ada yang memenuhi kedua syarat baik alternatif maupun kumulatif. 
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Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama 
Brebes dalam memutus perkara poligami tentunya bersumber pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian 
bagi Pegawai Negeri Sipil. 
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  
5. Hukum Islam. 
Secara rinci pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan 
Agama Brebes dalam memutus perkara permohonan izin poligami pada Putusan 
Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs., sebagai berikut: 
Pertimbangan Hukum 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana diuraikan tersebut diatas;  
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan dan 
Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, 
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara ini; 
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan 
didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap sidang, majelis telah 
berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak 
berhasil; 
Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan mediasi dengan 
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bantuan mediator bernama Drs. Ahmad Suja`i, S.H.,M.H. namun mediasi tersebut 
tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini 
ialah Pemohon memohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan 
bernama XXXXXXX (calon istri kedua Pemohon) dengan alasan Termohon sudah 
mati hasrat untuk melakukan hubungan suami istri karena sakit dan jika dipaksakan 
Termohon mengalami sakit yang luar biasa akibatnya sampai sekarang Termohon 
tidak bisa melayani hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon selama kurang 
lebih 4 tahun; 
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah 
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan 
seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon bersedia dan rela 
untuk dimadu Pemohon;  
Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon tetap menguatkan dalil-
dalil permohonannya dengan mengajukan bukti bukti tertulisdan saksi-saksi; 
Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon (bukti P.1 sampai dengan 
P.13) berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dan cocok serta sesuai dengan aslinya 
dan telah dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti-bukti surat tersebut sah karena 
memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR; 
Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing bernama 
XXXXXXX dan XXXXXXX telah memberikan keterangan di depan persidangan 
di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan 
dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat 
bukti sesuai ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, 171 dan 172 HIR; 
Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua 
Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti 
surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan kaitan satu sama lainnya 
serta pemeriksaan setempat terhadap objek harta Pemohon dan Termohon yang 
dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama telah ditemukan fakta-fakta 
sebagai berikut: 
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam 
perkawinan yang sah (vide bukti P.4); 
-  Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena 
Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam melayani 
dan berhubungan intim dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami istri 
disebabkan menderita sakit (vide bukti P.11 dan P.12); 
-  Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon 
istri Pemohon bersedia untuk dinikahi dan dijadikan istri kedua oleh Pemohon 
(vide bukti P.5 dan keterangan calon istri kedua Pemohon); 
-  Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin 
keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya (vide bukti P.7 dan keterangan 
saksi-saksi); 
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-  Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya 
(vide bukti P.6); 
-  Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain 
(sudah bercerai), tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik 
dengan Pemohon maupun dengan Termohon, dan bahwa Pemohon dan calon 
istri Pemohon tersebut beragama Islam (vide bukti P.8 dan keterangan saksi-
saksi);  
-  Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh 
harta-harta berupa sebuah bangunan toko sembako seluas 4x10 m2 terletak di 
XXXXXXX, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sepeda motor merek 
Honda Supra tahun 2010 dengan No. Pol. G 3084 AJ, dan sepeda motor roda 
tiga merek Kaisar tahun 2015 dengan No. Pol. G 6450 DU (vide bukti P.9, P.10 
dan pemeriksaan setempat); 
-  Bahwa di dalam bangunan toko sembako milik Pemohon dan Termohon 
tersebut terdapat stok barang-barang yang dijual senilah Rp. 124.478.000,- (vide 
bukti P.13); 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan a 
quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 
5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto dan 
Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan calon istri kedua 
Pemohon tidak ada halangan untuk dapat menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 
9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 
39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menyatakan sanggup berbuat 
adil kepada istri-istri dan anak-anaknya sapabila ia menikah lagi, oleh karena itu 
permohonan Pemohon untuk menikah lagi tidak bertentangan dengan hukum Islam 
sebagaimana ketentuan dalam firman Allah dalam al-Quran, surah an-Nisa’, ayat 3 
yang artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga 
atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) 
seorang saja......; 
Menimbang, bahwa maksud Pemohon menikah lagi dengan calon istri 
keduanya adalah agar supaya dirinya terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang 
oleh agama maupun kesusilaan karena sudah sekitar 4 tahun terakhir Termohon 
tidak melayani Pemohon dalam berhubungan intim dengan Pemohon sebagaimana 
layaknya suami istri disebabkan Termohon menderita sakit. Perkawinan antara 
Pemohon dan calon istri keduanya tersebut akan membawa maslahat bagi kedua 
belah calon suami istri dimaksud selain itu perkawinan tersebut juga dapat 
menghindarkan keduanya dari perbuatan mafsadat yang bertentangan dengan 
ketentuan agama dan kesusilaan, dan menghindarkan mafsadah tersebut 
didahulukan daripada kebaikan/manfaat yang didapatkan, hal ini sejalan dengan 
kaidah fiqih yang artinya: “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan 
daripada menarik maslahat; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis 
berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri 
kedua bernama XXXXXXX telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah 
selayaknya untuk dikabulkan; 
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan Mahkamah 
Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 137 
angka 9, bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan 
penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya; 
Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya angka 3 
mendalilkan selama pernikahannya dengan Termohon telah diperoleh harta bersama 
berupa sebuah bangunan toko sembako seluas 4x10 m2 yang terletak di 
XXXXXXX , Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, didalamnya dijual 
barang-barang sembako dan lain-lain yang rinciannya sebagaimana tercantum 
dalam bukti P.13, sebuah sepeda mootor Honda Supra dengan nomor polisi G 33084 
TR, dan sebuah sepeda motor roda tiga marek Kaisar dengan nomor polisi G 6450 
DU, selanjutnya Pemohon dalam petitumnya memohon ditetapkannya harta-harta 
tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon; 
Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan 
membenarkan telah diperolehnya harta bersama selama dalam perkawinan 
Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan majelis juga 
telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek harta bersama dimaksud, 
oleh karenanya majelis berpendapat telah terbukti harta-harta sebagaimana tersebut 
dalam posita permohonan angka 3 merupakan harta bersama Pemohon dan 
Termohon, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang 
Pemberlakuan Buku II, majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang 
memohon agar harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita permohonan angka 3 
ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon; 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, 
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 
telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, 
biaya perkara sebesar Rp.1.061.000,-00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) 
dibebankan kepada Pemohon.60 
Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil 
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim memutuskan: 
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1. Mengabulkan perrmohonan Pemohon; 
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi 
(poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXXX ; 
3. Menetapkan harta benda berupa: 
a. Bangunan toko sembako dengan dinding tembok, atap genteng, lantai 
ubin,kerangka kayu sengon,seluas kurang lebih 4x10 M², yang digunakan 
untuk usaha toko sembako yang terletak di XXXXXXX Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes, dengan batas-batas: 
-  Sebelah Utara  : Gang Mushola Baitul Mutaqin; 
-  Sebelah Timur  : Jalan Raya; 
-  Sebelah Selatan  : Tanah milik Subchan; 
-  Sebelah Barat  : Tanah milik Musodikoh; 
b. Sepeda motor Honda Supra No Pol G 3084 AJ an Pemohon, warna hitam, 
tahun 2010, silinder 125 CC, Type NF 125 TR, No rangka; 
MHIJB9122AK373110, No mesin: JB91E2366694; 
c. Sepeda motor roda tiga merek Kaisar No Pol G 6450 DU an Pemohon, warna 
hitam, tahun 2015, silinder 149 CC, Type Triseda (Roda 3), No rangka; 
MGDT15MKTFJ000599, No mesin: 162MJE2288951; adalah harta 
bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon; 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
1.061.000,- (satu juta enampuluh satu ribu rupiah).61 
Berdasarkan pada analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan 
Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs., yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Permohonan Izin Poligami yaitu dalam perkara a quo termasuk 
dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama Brebes 
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. 
Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Permohonan Izin 
Poligami terhadap putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. telah menghadirkan 
Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon menghadap sidang dan telah 
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berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak 
berhasil. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator 
bernama Drs. Ahmad Suja`i, S.H.,M.H. akan tetapi telah ternyata upaya-upaya 
untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil. 
Berdasarkan permohonan Pemohon diketahui bahwa alasan Pemohon 
memohon izin untuk dapat menikah lagi adalah Termohon sudah mati hasrat untuk 
melakukan hubungan suami istri karena sakit dan jika dipaksakan Termohon 
mengalami sakit yang luar biasa akibatnya sampai sekarang Termohon tidak bisa 
melayani hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon selama kurang lebih 4 
tahun. Alasan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dimana 
Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih 
dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 
Alasan tersebut diperkuat dengan jawaban secara lisan Termohon yang pada 
pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon 
tersebut dan Termohon bersedia dan rela untuk dimadu Pemohon. Hal ini sesuai 
dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 juncto dan Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.  
Dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, maupun 
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan keterangan 
saksi-saksi dengan memperhatikan kaitan satu sama lainnya yang pada intinya ada 
persetujuan dari istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka, dan jaminan bahwa suami akan 
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berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian 
permohonan Pemohon untuk menikah lagi tidak bertentangan dengan hukum Islam 
sebagaimana ketentuan dalam firman Allah dalam al-Quran, surah An-Nisa’, ayat 3 
yang artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga 
atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) 
seorang saja....”. 
Terkait pemeriksaan setempat terhadap objek harta Pemohon dan Termohon 
yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama, menurut penulis 
pertimbangan putusannya terjadi kejanggalan dalam memutus perkara ini, yakni 
kejanggalan pertimbangannya adalah bahwa di dalam bangunan toko sembako milik 
Pemohon dan Termohon tersebut terdapat stok barang-barang yang dijual senilah 
Rp. 124.478.000,- (vide bukti P.13). Menurut penulis putusan tidak memasukkan 
stok barang-barang yang dijual senilah Rp. 124.478.000,-tersebut yang kurang 
rasional karena harta tersebut juga termasuk harta bersama antara Termohon dan 
Pemohon, karena ditakutkan akan menimbulkan perselisihan dalam harta bersama 
di kemudian hari. Dimana perkawinan antara Pemohon dan calon istri keduanya 
tersebut yang diharapkan akan membawa maslahat bagi kedua belah calon suami 
istri justru akan menjadi peselisihan akibat tidak ditetapkannya stok barang-barang 
yang dijual senilah Rp. 124.478.000,- sebagai harta bersama. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur permohonan izin poligami dalam perspektif hukum positif Indonesia 
diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3-5 
dan diperjelas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 40-44 dan KHI Bab IX mulai Pasal 55 
sampai 59. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil, aturan poligami dipisahkan 
melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,  
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami karena 
isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada Putusan Nomor 3462/Pdt.G/ 
2018/PA Bbs sudah sesuai dengan fakta-fakta, bahwa permohonan a quo telah 
memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 KHI dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto dan Pasal 58 Ayat (1) KHI. Pemohon dan 
calon istri kedua Pemohon juga tidak ada halangan untuk dapat menikah 
sebagaimana ketentuan Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto 
Pasal 39-44 KHI sehingga permohonan izin poligami dikabulkan. Namun 
menurut penulis terkait pemeriksaan setempat terhadap objek harta Pemohon 
dan Termohon yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama, antara 
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pertimbangan dengan putusan hakim terjadi kejanggalan, yakni bahwa di dalam 
bangunan toko sembako milik Pemohon dan Termohon tersebut terdapat stok 
barang-barang yang dijual senilah Rp. 124.478.000,- (vide bukti P.13). Putusan 
tidak memasukkan stok barang-barang yang dijual senilah Rp. 124.478.000,- 
tersebut kurang rasional karena harta tersebut juga termasuk harta bersama 
antara Termohon dan Pemohon, dimana perkawinan antara Pemohon dan calon 
istri keduanya tersebut diharapkan akan membawa maslahat bagi kedua belah 
calon suami istri justru akan menjadi peselisihan. 
B. Saran  
1. Bagi Pengadilan Agama, hendaknya penelitian ini hendaknya dapat menjadi 
motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara 
profesional terhadap orang Islam yang mengajukan izin poligami dan hakim 
diharapkan lebih teliti, cermat dan tepat dalam membuat pertimbangan dan 
memutuskan perkara permohonan izin poligami khususnya terkait dengan 
penetapan harta bersama.  
2. Bagi Masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan 
kewajiban yang berlaku terutama hukum islam sehingga tercapailah masyarakat 
yang sadar akan kepentingan hukum, bagi Pemohon atau orang-orang (suami) 
yang hendak beristri lebih dari satu, hendaknya mempelajari dahulu syarat serta 
akibat hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita secara Islami 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan para istri hendaknya 
memikirkan dahulu dengan baik-baik dalam menyetujui poligami, karena akibat 
hukm dalam menjalani poligami sangat berat. 
65 
DAFTAR PUSTAKA  
 
Buku-Buku:  
 
Abdillah, Abu Azam, Agar Suami Tak Berpoligami, Bandung: Ikomatuddin Pres, 2007. 
Aibak, Khutubuddin, Kajian Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Teras, 2009. 
Al-Jaziri, Abdur Rahman, Kitab Fiqh Ala Madzahib Arbaah, Juz IV, Bairut: Dar Kitab 
Alamiyah, 2003. 
Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004. 
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. 
Gaus, Ahmad, dkk.,Tanya-Jawab Relasi Islam & Hak Asasi Manusia, Jakarta: CSRC, 
2014. 
Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006. 
Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. 
Hamid, Al-Qamar, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, 
Jakarta: Restu Illahi, 2005. 
Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Penamadani, 2004. 
Imron, Ali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015. 
J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005. 
M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. 
Machali, Rochayat, Wacana Poligami Di Indonesia, Bandung: Mizan Pustaka, 2005. 
Makmun, A. Rodli, dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, Ponorogo: Stain 
Press, 2009. 
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 
2006. 
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2016. 
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011. 
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005. 
Mas’ud, Ibnu, Fiqh Madzhab Syafi’i, Bandung: Pustaka Setia, 2007. 
  
66 
Musbikin, Imam, Qawa’id Al-Fiqiyah, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011. 
Nasution, Khoiruddin, Islam:Tentang Relasi Suami dan Isteri, Yogyakarta: Academia 
dan Tazzafa, 2004. 
Pengadilan Agama Brebes, Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs, hlm. 1. 
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. 
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Terj. Abdurrahim, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008. 
Shihab, Quraish, Tafsir al-Mishbah, Tangerang: Lentera Hati, 2005. 
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008. 
Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja 
GrafindoPersada, 2006. 
Supriata, dkk, Fiqh Munakahat 1, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008. 
Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007. 
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: 
Raja Gravindo Persada, 2013. 
Wadud, Amina, Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi 
Tafsir (Terjemahan), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001. 
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Jakarta: Gema Insani, 2011. 
Widi, Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. 
Wisnubroto, A. L., Praktik Persidangan Pidana, Yogyakarta: Penerbit Universitas 
Atmajaya, 2014. 
Yahya, Muhammad, Poligami Dalam Persfektif HadisNabi SAW , Makassar: Alauddin 
University Pers, 2013. 
 
Perundang-Undangan: 
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil 
  
67 
 
Jurnal dan Website: 
 
Makmun, A. Rodli & Muafiah, Evi (eds), Poligami dalam Penafsiran Muhammad 
Syahrur, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009. 
Mursalin, Supardi, Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-undang Perkawinan Dan 
Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/analisis-penalaran-deduktif/. (24 Mei 
2019) 
 
 
 
